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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka sebagai akhir dari penutup 

skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Asas ultimum remedium atau asas yang menggunakan sanksi pidana 

sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan perkara anak tidak dapat 

dilepaskan dari sistem pemidanaan dari hukum pidana anak. 

Penerapan asas ultimum remidium dalam proses persidangan perkara 

anak sangat perlu diterapkan guna untuk menghindari adanya 

penjatuhan sanksi berupa pidana penjara terhadap anak yang terbukti 

melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. 

Akan tetapi dalam proses persidangan perkara anak di Pengadilan 

Negeri Gorontalo, asas ultimum remidium dalam penjatuhan sanksi 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak diterapkan, hal ini 

dibuktikan dengan data empirik bahwa pada tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2012 Pengadilan Negeri Gorontalo telah menyidangkan 

perkara anak yang melakukan tindak pidana sebanayak 8 (delapan) 

perkara atau kasus yang dimana keseluruhan perkara tersebut terhadap 

terdakwa anak dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana penjara. 

2. Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus 

memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek 

non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan 
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suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan 

pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana 

yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek-aspek non yuridis 

tersebut antara lain adalah aspek filosofi, sosiologis, psikologis, 

kriminologis dimana ke empat aspek tersebut merupakan aspek yang 

saling terkait yang membantu hakim untuk menganalisa secara 

obyektif dan realistis sehingga pemahaman mengenai aspek-aspek non 

yuridis dalam hubungan dengan tindak pidana anak disamping sangat 

relevan, juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika ia menangani 

perkara tentang pidana anak, sehingga putusannya akan menjadi lebih 

adil dan tepat. 

5.2 Saran 

Dari uraian kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana adalah sebagai ultimum remedium seharusnya menjadi 

pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam 

menerapkan Undang Undang Tentang Pengadilan Anak, sehingga 

aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin 

perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara 

optimal. Hakim seharusnya mempertimbangkan putusannya dengan 

cermat apabila akan menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal. 

Oleh karena menjatuhkan tindakan (maatregel) atau pidana bersyarat 
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sesungguhnya merupakan putusan yang lebih baik menurut aspek 

perlindungan hukum anak. 

2. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus diletakkan 

dalam kerangka perwujudan kesejahtraan anak, bukan pemenuhan 

prosedur hukum. Oleh sebab itu, perlu segera dibangun sistem 

peradilan anak yang benar-benar memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak. Peradilan anak diperjuangkan karena spesifik dan 

dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan anak 

memiliki nilai progresif yang apapun kondisinya akan berpengaruh 

terhadap intregasi masyarakat dan kemajuan peradaban negara. Untuk 

itu sangat perlu diupayakan bahwa dalam proses persidangan dalam 

hal menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana adalah cukup dengan menjatuhkan sanksi 

berupa sanksi tindakan. 
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